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Upaya meningkatkan kemampuan personil Bid Propam Polda Jambi
dalam menjatuhkan sanks pelanggaran pada saat sidang disiplin
Partana, | Made

Deskripsi Lengkap: http:/library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail .j sp? d=36590& | okasi=lokal

Dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia, Negara kita adalah Negara Hukum (Reoht Staat)
bukan negara Kekuasaan (Macht Staat), maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib menjunjung
tinggi supremasi Hukum. Pasal 27 Undang -- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwartiap - tiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
tanpa ada kecualinya. Ini berarti segalatindakan balk itu sebagai pejabat pemerintahan maupun sebagai
individu harus senantiasa berlandaskan hokum Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak
terpisahkan dari din manusia yang hares dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat
kemanusiaan, kesgjahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Negara Republik Indonesia dalam
proses penegakan hukum menghormati adanya praduga tak bersalah, artinya setiap orang yang ditangkap,
ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan suatu pelanggaran aturan | hukum tindak pidana berbak
dianggap tidak bersalah.
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